Menimbang

Mengingat

c 1.

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2006
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

. a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang, Kepala daerah mengajukan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan
yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat
6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota
Tasikamalaya Tahun Anggaran 2006.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nornor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3569);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246 Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4049);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nornor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

24.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Rencana Strategis Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota
Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 2);

25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Tata Cara dan Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003
Nomor 3);

26. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota
Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003
Nomor 13);

27.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2003 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 14);

28. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya
(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 15);

29. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2003 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003
Nomor 16);

30. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2004 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 42);

31.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2006 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 62);

32.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006
Nomor 68).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA
dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
memuat:

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Neraca;

c. Laporan Arus Kas;

d. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai
berikut :

a. Pendapatan Rp. 470.668.083.028,34
b. Belanja Rp. 450.308.037.484,51

Surplus/(defisit) Rp. 20.360.045.543,83
c. Pembiayaan

- Penerimaan Rp. 31.083.132.728,00

- Pengeluaran Rp. 2.018.709.714,00

Pembiayaan Neto Rp. 29.064.423.014,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp. 49.424.468.557,83



Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai

berikut:

(1) Selisih  Anggaran Pendapatan dengan Realisasi
Rp. 13.879.416.028,34 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan
b. Realisasi

Pendapatan sejumlah

Rp. 456.788.667.000,00
Rp. 470.668.083.028,34

Selisih lebih

(2) Selisih  Anggaran Belanja dengan Realisasi
30.545.051.515,49 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan
b. Realisasi

(Rp. 13.879.416.028,34)
Belanja sejumlah  Rp.

Rp. 480.853.089.000,00
Rp. 450.308.037.484,51

Selisih kurang

(3) Selisihn Anggaran Surplus/Defisit dengan realisasi
Rp. 44.424.467.543,83 dengan rincian sebagai berikut :
a. Surplus/Defisit setelah perubahan
b. Realisasi Surplus/Defisit

Rp. 30.545.051.515,49

Surplus/Defisit  sejumlah

(Rp. 24.064.422.000,00)

Rp. 20.360.045.543,83

Selisih lebih

(4) Selisih  Anggaran Pembiayaan dengan Realisasi
Rp. 5.000.001.014,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. Penerimaan Pembiayaan:
1. Anggaran Setelah perubahan
2. Realisasi

Rp. 44.424.467.543,83

Pembiayaan sejumlah

Rp. 31.083.132.000,00
Rp. 31.083.132.728,00

Selisih lebih
b. Pengeluaran Pembiayaan:
1. Anggaran Setelah perubahan
2. Realisasi

Rp. 728,00

Rp. 7.018.710.000,00
Rp. 2.018.709.714,00

Selisih kurang

Pasal 4

Rp. 5.000.000.286,00

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2006 sebagai

berikut :

a. Jumlah Aset

b. Jumlah Kewajiban

c. Jumlah Ekuitas Dana

Pasal 5

Rp. 185.795.573.707,65

Rp. 3.214.333.431,99

Rp. 182.581.240.275,66

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢ untuk tahun yang

berakhir sampai dengan 31 Desember 2006 sebagai berikut :
Saldo Kas per 1 Januari tahun 2006

Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pembiayaan

Arus Kas Bersih dari Aktifitas Nonanggaran

Saldo Akhir di Bendahara Pengeluaran

Saldo Akhir di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas per 31 Desember tahun 2006

S@reo0oTy

Rp. 31.083.132.728,00

Rp.134.543.697.701,10
(Rp.116.110.859.706,10)

(Rp. 2.018.709.714,00)
Rp. 1.927.207.548,83

Rp. 49.424.468.557,83



Pasal 6

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d berisikan
informasi naratif dan kuantitatif atas Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Arus
Kas.

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini,
terdiri dari :

a. Lampiran | : Laporan Realisasi Anggaran

b. Lampiranll : Neraca

C Lampiran Il : Laporan Arus Kas

d Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 8

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9
Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2006 sebagai rincian lebih lanjut dari
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2006.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 5 Oktober 2007

WALIKOTA TASIKMALAYA,
Ttd.
H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 14 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,
Ttd.
H. ENDANG SUHENDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2007 NOMOR 77



